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ABSTRACT
Obstruction of justice is an act classified as criminal act because it counteract and obstruct legal process of
criminal cases. Advocates in carrying their professional duties are often associated with suspicion of
committing criminal act obstruction of justice towards their client’s case. The purpose of this research to know
the rule of law governs conviction the criminal act obstruction of justice in Indonesia and the characteristic of
advocate’s actions that classified as obstruction of justice. This article used normative juridical method. The
result of this study show that obstruction of justice generally set in Article 221 KUHP, there are special rules
which also regulate obstruction of justice and advocate can loose their immunity and presumed doing
obstruction of justice if the act done not based on good faith and not related to their profession.

Keywords : Advocate; Obstruction of Justice; Immunity

ABSTRAK
Obstruction of Justice merupakan suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena
menghalang-halangi atau merintangi proses hukum pada suatu perkara. Advokat dalam menjalankan tugas
profesinya kerap dikaitkan dengan dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum terhadap perkara
yang dihadapi kliennya. Tujuan penulisan ini adalah, mengetahui pengaturan hukum mengenai obstruction of
justice di Indonesia dan karakteristik perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana
menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice. Metode yang digunakan dalam artikel ini
adalah juridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obstruction of justice secara umum diatur dalam
Pasal 221 KUHP serta dalam peraturan perundang-undangan khusus. Seorang advokat dapat kehilangan hak
imunitasnya dan dikatakan melakukan obstruction of justice jika perbuatan tersebut dilakukan tidak didasari
itkad baik dan tidak berkaitan dengan tugas profesinya.

Kata Kunci : Advokat; Menghalangi Proses Hukum; Hak Imunitas.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang di
dalam peraturan perundang-undangan diancam
dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Terdapat
tiga unsur yang menjadikan formulasi suatu
perbuatan menjadi tindak pidana yaitu; Perbuatan;

Dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
dan Terdapat sanksi pidana dan/atau tindakan.
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang
dirumuskan dalam perundang-undangan pidana
sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut
jika dilakukan dengan kesalahan maka seseorang
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yang melakukan perbuatan dimaksud dapat dikenai
sanksi pidana (Sianturi, 2002).

Dalam hal terjadi tindak pidana maka untuk
dapat dijatuhi sanksi pidana terdapat proses hukum
yang harus dilalui sebagaimana yang telah diatur
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk
selanjutnya disebut dengan KUHAP. Proses hukum
tersebut diantaranya adalah penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang
pengadilan, dan putusan pengadilan. Penyelidikan
adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam
hal serta menurut cara yang diatur undang - undang
untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Penuntutan
merupakan tindakan yang dilakukan penuntut umum
guna melimpahkan perkara pidana ke pengadilan
negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang
ada dalam undang- undang diikuti permintaan agar
diperiksa serta diputus oleh hakim dalam sidang di
pengadilan (Harijatip, 2016). Pemeriksaan sidang
pengadilan adalah rangkaian tindakan yang
dilakukan hakim seperti menerima, melakukan
pemeriksaan, serta memberi putusan atas perkara
pidana berdasar asas bebas, jujur, dan tidak
memihak pada sidang pengadilan sesuai cacara
yang diatur didalam KUHAP.

Proses hukum acara pidana melibatkan
beberapa pihak di dalamnya yang memiliki perannya
masing-masing. Pihak-pihak tersebut diantaranya
adalah tersangka, seseorang yang karena

perbuatannya berdasar bukti permulaan patut diduga
sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14
KUHAP); Penyelidik merupakan pejabat polisi yang
diberikan wewennag oleh undang- undang untuk
melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP);
Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai
negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh
undang – undang untuk melakukan penyidikan
(Pasal 1 angka 1 KUHAP); Penuntut umum adalah
jaksa  yang emiliki wewenang melakukan penuntutan
serta melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
angka 6 huruf b KUHAP); Hakim merupakan pejabat
peradilan negara yang berwenang untuk mengadili
(Pasal 1 angka 8 KUHAP); dan Penasihat Hukum
adalah seorang yang memenuhi syarat yang
ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk
memberi bantuan hukum (Pasal 1 angka 13 KUHAP)
(Imron, 2016).

Seseorang yang terjerat kasus hukum berhak
untuk memperoleh bantuan hukum, sebagai
perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD
NRI 1945 dimana setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian
hukum yang adil (Wiyono, 2019). Tidak jarang pihak
yang sedang melalui proses hukum menggunakan
jasa penasihat hukum untuk membantunya dalam
menjalani proses hukum yang berlangsung.
Penasihat hukum atau advokat merupakan
seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum,
baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang telah
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
undang -undang. Advokat bertugas memberikan
nasihat hukum serta mewakili kliennya demi
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menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption

of innocence) dan memiliki tanggung jawab untuk
memperjuangkan kebenaran dan asas- asas
keadilan (Solehuddin, 2015). Jasa hukum yang diberi
oleh advokat bisa berupa bantuan hukum, konsultasi
hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela,
mewakili, serta tindakan hukum lainnya guna
kepentingan hukum dari kliennya. Dalam
menjalankan tugasnya untuk memberikan jasa
hukum seorang advokat tidak jarang dianggap
menghalang-halangi atau menghambat proses
hukum yang sedang berlangsung atau yang disebut
sebagai obstruction of justice.

Istilah obstruction of justice adalah terminologi
hukum yang berasal dari literatur anglo saxon, dalam
doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering
diartikan sebagai tindak pidana menghalangi proses
hukum (Agustina, Isra, & Daulay, 2015). Tindakan
menghalang-halangi proses peradilan atau
obstruction of justice merupakan suatu perbuatan
yang termasuk tindak pidana karena perbuatan
demikian dilarang dan diancam dengan pidana bagi
subjek hukum yang melanggarnya. KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) telah mengatur
ketentuan yang berkaitan dengan tindakan
menghalang-halangi proses hukum. Disamping diatur
dalam ketentuan umum hukum pidana, obstruction of

justice juga diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang lebih khusus.

Advokat dalam memberikan jasa hukum tidak
jarang diduga melakukan perbuatan yang dianggap
merintangi baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap proses sidang pengadilan.

Pengacara sebagai profesi yang mandiri, bebas,
serta bertanggungjawab dalam penegakkan hukum
perlu untuk dijamin serta diberi perlindungan oleh
undang-undang guna terseleggaranya penegakan
supremasi hukum. Pemerintah telah mengesahkan
aturan hukum yang mengatur terkait profesi advokat
dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat. Salah satu keistimewaan yang diberikan
oleh Undang-Undang No. 18 tahun 2003 kepada
advokat dalam menjalankan profesinya adalah hak
imunitas yang diatur dalam Pasal 16 dimana advokat
tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana
dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik
(Khambali, 2017) dengan tetap memperhatikan kode
etik profesi advokat serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Keberlakuan Pasal 16
Undang-Undang Advokat diperkuat dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Keberlakuan Pasal 16 dan Putusan MK nomor
26/PUU-XI/2013 tidak serta merta membebaskan
advokat dari dugaan tindakan intervensi pada proses
penegakan hukum dalam menjalankan profesinya
untuk membela klien. Berdasarkan latar belakang
yang penulis uraikan diatas pembahasan yang akan
dibahas dalam artikel ini adalah tindak pidana
menghalang-halangi proses peradilan pada advokat
dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa
hukum dengan perumusan kajian sebagai berikut; (1)
Bagaimana pengaturan hukum mengenai obstruction

of justice di Indonesia?; (2) Apa saja karakteristik
perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan
sebagai tindak pidana menghalang-halangi proses
hukum atau obstruction of justice?
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Penelitian ini menggunakan referensi dari
beberapa penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya yang membahas obstruction of justice,
diantaranya adalah :

Perbuatan yang menghalangi proses peradilan
perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 21
UU No 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001
(Gareda, 2015), yang menjadi fokus pembahasan
pada panelitian ini adalah perbuatan menghalangi
proses peradilan dalam peraturan perundang-
undangan dapat disebut sebagai tindak pidana
korupsi. Mistake of Law and Obstruction of Justice :

A Bad Excuse Even for a Lawyer (Vandervort, 2001)
yang menjadi fokus pembahasan dalam jurnal ini
adalah kesalahan penggunaan hukum dalam
pembelaan terhadap delik obstruction of justice

merupakan alasan yang buruk bagi pengacara
maupun non pengacara.

Tindak pidana yang menghalang-halangi
proses hukum baik penyelidikan, penyidikan,
penuntutan sampai peradilan dalam tindak pidana
korupsi menurut undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tarek, 2019),
penelitian ini berfokus pada pengaturan serta
pertanggung jawaban pidana oleh pelaku obstruction

of justice. Kajian-kajian hukum atas pengacara yang
dengan sengaja menghalangi, mempersulit
penyidikan, penuntutan dan proses peradilan lainnya
terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi
(Rakinaung, 2019), pembahasan dalam penelitian ini
berfokus pada faKtor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum obstruction of justice.

Obstruction of Justice in Corruption Cases :

How Does the Indonesian Anti-Corruption

Commission Investigate the Case (Yuherawan, 2020)
yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini
adalah kewenangan KPK untuk melakukan
investigasi dalam hal terjadi perintangan dalam
proses hukum tindak pidana korupsi.

Kebaruan yang menjadi fokus pembahasan
dalam artikel ini adalah pengaturan hukum mengenai
obstruction of justice di Indonesia serta karakteristik
perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan
sebagai tindakan obstruction of justice.

B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian hukum dengan
pendekatan doktrinal. Penelitian hukum doctrinal
menjelaskan masalah hukum berdasarkan atas
doktrin-doktrin maupun pendapat-pendapat hukum
terdahulu yang memiliki relevansi dengan
permasalahan hukum yang dibahas (Benuf, & Azhar,
2020). Metode yang digunakan adalah yuridis
normatif yang termasuk dalam penelitian hukum
doktrinal, yaitu menganalisis permasalahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan literatur terdahulu yang membahas
permasalahan serupa. Penelitian hukum yuridis
normatif merupakan suatu metode penelitian
terhadap peraturan perundangan baik ditinjau dari
sudut hierarki peraturan perundang- undangan
ataupun hubungan harmoni peraturan perundang -
undangan dimaksud (Marzuki, 2008). Penelitian
dengan metode yuridis normatif merupakan



Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 121-132 Universitas Diponegoro

125

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti
bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, &
Mamudji, 2003). Data-data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini diantaranya adalah bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dasar Hukum Pengaturan Obstruction of

Justice di Indonesia
Obstruction of Justice bukan merupakan istilah

baru dalam dunia hukum meskipun belum dikenal
secara luas oleh masyarakat. Beberapa hal yang
menyebabkan obstruction of justice belum dikenal
luas adalah terdapat banyak perbedaan persepsi
diantara para penegak hukum terkait bentuk dari
obstruction of justice (Yuherawan, 2020). Obstruction

of Justice merupakan suatu perbuatan yang
diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena
menghalang-halangi atau merintangi proses hukum
pada suatu perkara. Menghalang-halangi proses
hukum sudah barang tentu merupakan perbuatan
melawan hukum karena tindakan tersebut
menghambat proses penegakan hukum pada suatu
perkara yang mana seharusnya setiap pihak
membantu proses penegakan hukum itu sendiri
(Gareda, 2015). Obstruction of justice adalah
terminologi hukum yang berasal dari literatur anglo
saxon, dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia
sering kali diterjemahkan sebagai tindak pidana yang
menghalangi proses hukum (Agustina, Isra, &
Daulay, 2015, 2015).

Obstruction of justice secara normatif telah
diatur dalam induk hukum pidana Indonesia yaitu

dalam Pasal 221 KUHP disamping pengaturan umum
dalam KUHP terdapat peraturan perundang-
undangan khusus yang memiliki pengaturan yang
relevan dengan tindak pidana obstruction of justice

diantaranya adalah Pasal 21 Undang - Undang No.
31 Tahun 1999 Jo Undang - Undang No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pasal 22 Undang - Undang No. 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, dan Pasal 22 Undang-Undang
No. 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme (Tarek, 2019).

Pasal 221 KUHP memberi ancaman pidana
bagi orang yang sengaja menyembunyikan orang
yang sudah melakukan kejahatan atau yang dituntut
karena suatu kejahatan, atau memberi pertolongan
guna melarikan diri dari penyelidikan serta
pemeriksaan ataupun tahanan oleh polisi serta
yustisi. Orang yang melanggar pasal ini wajib
mengetahui bahwa orang yang ia sembunyikan atau
tolong betul sudah melakukan kejahatan atau dituntut
karena suatu kejahatan; dan seseorang yang
membinasakan serta sebagainya bekas kejahatan,
guna menyembunyikan kejahatan itu dan
sebagainya. Orang tersebut harus memiliki maksud
ini, apabila tidak maka tidak dapat diberi hukuman
(Soesilo, 1994).

Apabila seseorang yang menolong orang lain
untuk melarikan diri dan tidak mengetahui bahwa
orang yang ia tolong telah melakukan suatu tindak
pidana maka ia tidak dapat dijatuhi pidana
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menghalang-halangi proses peradilan dan hal yang
demikian harus dapat dibuktikan kebenarannya di
dalam persidangan. Harus adanya maksud untuk
menyembunyikan suatu tindak pidana merupakan
unsur yang harus dipenuhi seseorang untuk dijatuhi
pidana menghalangi-halangi atau merintangi proses
hukum, karena tanpa adanya maksud yang demikian
seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana
berdasarkan Pasal 221 KUHP.

Pasal 221 ayat (1) KUHP mengancam dengan
pidana bagi setiap orang yang menyembunyikan atau
menolong seseorang yang melakukan kejahatan
agar orang tersebut terhindar dari penyidikan atau
penahanan. Sedangkan ayat (2) Pasal 221 KUHP
mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang
memiliki maksud menutupi atau menghalang-halangi
atau mempersukar penyidikan atau penuntutan atas
suatu kejahatan (Tulandi, 2015). KUHP sebagai
ketentuan umum hukum pidana menjadi pedoman
bagi peraturan perundang-undangan khusus
termasuk halnya tindak pidana obstruction of justice

yang mana turut diatur di dalam beberapa peraturan
perundang-undangan khusus. Pasal-pasal dalam
peraturan perundang-undangan khusus yang
mengatur terkait tindak pidana menghalang-halangi
proses hukum tidak terlepas dari Pasal 221 KUHP.

Rumusan Pasal 21 Undang -Undang No. 31
Tahun 1999 Jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Pasal 22 Undang- Undang No. 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, dan  Pasal 22 Undang - Undang No. 15
Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme mengkategorikan suatu perbuatan yang
termasuk sebagai tindak pidana obstruction of justice

jika perbuatan tersebut secara formil merupakan
perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi
pidana didalamnya. Berdasarkan sifatnya obstruction

of justice ditujukan untuk menghentikan atau
menghambat suatu proses hukum terhadap pelaku
tindak pidana. Sudah barang tentu tindak pidana
obstruction of justice adalah perbuatan yang
dilakukan pada proses peradilan dimulai dari
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga
pemeriksaan persidangan (Junianto, 2019).

Subjek delik Pasal 21 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,
Pasal 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dan
Pasal 22 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tidak
hanya menunjuk pada satu profesi tertentu seperti
advokat melainkan yang menjadi subjek dari pasal-
pasal tersebut adalah setiap orang. Perbuatan yang
dilarang adalah mencegah, merintangi, atau
menggagalkan baik secara langsung ataupun tidak
langsung proses hukum terhadap pelaku pidana (Ali,
2013).

Berdasarkan rumusan Pasal 21 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang - Undang No. 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, dan  Pasal 22 Undang -
Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penerapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
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No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme perbuatan menghalang-halangi
proses hukum atau obstruction of justice dapat
dikelompokkan ke dalam 3 bentuk perbuatan, yaitu :
(Fadli, 2013)
1. Tindakan dengan sengaja mencegah, pelaku

tindak pidana pencegahan melakukan perbuatan
tertentu supaya penyidikan, penuntutan, serta
pemeriksaan tidak bisa dilakukan sebagaimana
ketentuan dalam undang- undang;

2. Perbuatan dengan sengaja merintangi, pelaku
tindak pidana sudah melakukan tindakan-tindakan
tertentu agar penyidikan, penuntutan serta
pemeriksaan sidang di pengadilan yang telah
berlangsung terhambat untuk dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang - undangan;

3. Tindakan dengan sengaja menggagalkan, pelaku
sudah melakukan perbuatan tertentu agar
penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dalam
persidangan terhalang untuk dilaksanakan
sebagaimanan yang diatur oleh undang – undang.

Lahirnya ketentuan-ketentuan obstruction of

justice dalam peraturan perundang-undangan di luar
KUHP tidak terlepas dari Pasal 221 KUHP meski
demikian jika ditelaah lebih jauh lagi terdapat
perbedaan sifat dalam rumusan-rumusan pasal
dalam peraturan perundang-undangan khusus
dengan Pasal 221 KUHP (Harnita, 2018). Rumusan
Pasal 221 KUHP merujuk pada tujuan dari
dilakukannya suatu perbuatan jika perbuatannya
dilakukan tetapi tidak terdapat unsur tujuan atau
maksud untuk menghalang-halangi proses hukum
maka tidak dapat dijatuhi pidana obstruction of

justice. Sedangkan obstruction of justice pada Pasal
21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 22 Undang-
Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaknai
sebagai perbuatan. Tanpa adanya tujuan seseorang
yang melakukan perbuatan-perbuatan yang patut
diduga menghalang-halangi atau menghambat
proses hukum dapat dijatuhi pidana berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Karakteristik Perbuatan Advokat yang Dapat
Dikatakan sebagai Tindak Pidana Obstruction
of Justice

Advokat sebagai salah satu catur wangsa
penegak hukum memiliki kedudukan yang setara
dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim. Masing-masing
dari catur wangsa penegak hukum memiliki tugas
dan fungsinya masing-masing sebagaimana yang
telah ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan. Undang - Undang No. 18 Tahun 2003
tentang Advokat memberikan definsi advokat sebagai
seseorang yang memberi jasa hukum baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Undang-undang advokat
menegaskan bahwa seorang advokat berstatus
sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang
dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan (Rompis, 2013).

Kode etik advokat mendefinisikan advokat
sebagai orang yang berpraktik memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang
yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara,
penasehat hukum, pengacara praktek ataupun
sebagai konsultan hukum. Advokat dalam
menjalankan tugas profesinya baik dibidang litigasi
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maupun non-litigasi memiliki kewajiban untuk
melindungi hak subjek hukum perseorangan
(naturlijke person) dan badan hukum (rechtpersoon)
(Arif, 2018). Sebagai salah satu dari unsur penegak
hukum advokat memiliki hak dan kewajiban yang
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang
pada advokat dalam menjalankan profesinya adalah
hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 undang-
undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak imunitas yang dimiliki oleh advokat
bersinggungan dengan tindak pidana obstruction of

justice, dalam praktik yang terjadi seorang advokat
kerap diduga melakukan tindak pidana obstruction of

justice dalam membela kliennya (Bijayanti, &
Darmadi 2020). Ketentuan hak imunitas secara
umum telah dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP yang
mengatur bahwa tidak dapat dipidana seseorang
yang melakukan suatu perbuatan untuk melakukan
ketentuan undang-undang. Secara khusus ketentuan
hak imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam
menjalankan tugas profesinya diatur dalam Pasal 16
undang-undang no 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Pada prinsipnya Pasal 16 UU Advokat menentukan
bahwa recht persoon sebagai orang yang
melaksanakan perbuatan walaupun dalam
melakukan perbuatan tersebut sangat dekat dengan
kemungkinan melakukan tindak pidana tetapi jika
perbuatan yang dilakukan tersebut dilandasi oleh
suatu perintah undang-undang maka pelaku tidak
dapat dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan
tersebut (Atmaja, Suardana, & Wirasila, 2018).

Advokat dalam hal menjalankan profesinya
membutuhkan hak imunitas, namun penggunaan hak
imunitas tersebut memiliki syarat-syarat definitif yang
harus dipertimbangkan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003. Syarat-
syarat tersebut adalah tindakan yang dilakukan
berkaitan dengan tugas profesinya dan setiap
tindakan tersebut didasari dengan itikad baik
(Rakinaung, 2019). Tindakan yang dilakukan advokat
berkaitan dengan tugas profesinya memiliki makna
bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk
kepentingan pembelaan klien. Itikad baik yang
dimaksud dalam Pasal 16 adalah menjalankan tugas
profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum
untuk membela kepentingan kliennya.

Ukuran sutau perbuatan yang dilakukan oleh
seorang advokat dikatakan memiliki itikad baik
adalah jika perbuatan tersebut tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta tidak bersifat melawan hukum. Itikad baik
merupakan niat dari hati seseorang yang diwujudkan
dalam suatu tindakan nyata untuk kepentingan klien
dalam menjalankan profesinya demi tegaknya
keadilan serta tidak melanggar aturan hukum dan
undang-undang yang berlaku (Loi, 2020).

Ketika seorang advokat memberikan nasihat
hukum pada kliennya untuk menghadirkan beberapa
saksi ahli dalam persidangan hal tersebut tentunya
tidak termasuk dalam tindak pidana obstruction of

justice. Karena sudah merupakan kewajiban seorang
advokat untuk melakukan suatu tindakan demi
kepentingan kliennya dan menghadirkan saksi ahli
bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan
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hukum (Nugroho, 2020). Lain halnya jika seorang
advokat menyarankan pada kliennya untuk
menyembunyikan salah satu barang bukti, maka
tindakan tersebut termasuk tindak pidana obstruction

of justice.
Pengertian itikad baik dalam kamus istilah

Fockema Andre Belanda-Indonesia yang
mengatakan itikad baik (goede trow) berarti maksud,
semangat yang menjiwai para peserta dalam
hubungan hukum. Berdasarkan definisi tersebut
itikad baik mempunyai arti dua hal yaitu; definisi ini
dapat melengkapi hal-hal umum, sehingga dapat
diterapkan dalam hubungan keperdataan maupun
hubungan kepidanaan; pengertian ini tidak dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan atau norma
hukum, melainkan menyangkut latar belakang
maksud dan semangat yang menjiwai mengapa
suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam
menjalankan tugasnya (Winata, & Dewanto, 2020).
Actus reus dari perbuatan melawan hukum
obstruction of justice dapat ditetapkan apabila pelaku
menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya
memiliki kecenderungan untuk menghalangi jalannya
proses penegakkan keadilan (Vandervort, 2001).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 26/PUU-XI/2013 Sejak Rabu, 14 Mei 2014,
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak
dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana
dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad
baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam
maupun di luar sidang pengadilan” (Ilham, 2014).

Dengan adanya Putusan MK tersebut maka
ketentuan dari Pasal 16 mengelami perluasan.
Advokat tidak hanya dilindungi oleh hukum dalam
melakukan pembelaan terhadap kliennya di dalam
persidangan melainkan juga dalam melakukan
kepentingan pembelaan klien di luar sidang
pengadilan.

Pengertian luar sidang dalam Putusan MK
tersebut adalah pembelaan advokat sejak kliennya
diperiksa dan ditersangkakan di luar persidangan
sedangkan yang dimaksud dengan sidang
pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap
tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.
Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun
pidana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf g
Kode Etik Advokat dimana terdapat kebebasan bagi
advokat untuk memberikan pernyataan di dalam
persidangan saat melakukan pembelaan yang
proposional untuk melindungi kepentingan hukum
kliennya untuk hal tersebut advokat diberikan hak
imunitas (Nyoman, & Purwoto, 2017).

D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari pembahasan yang

telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan bahwa
ketentuan pidana obstruction of justice telah diatur
dalam induk hukum pidana Indonesia yaitu di dalam
Pasal 221 KUHP. KUHP sebagai ketentuan umum
hukum pidana menjadi pedoman bagi peraturan
perundang-undangan khusus termasuk halnya tindak
pidana obstruction of justice yang mana turut diatur di
dalam beberapa peraturan perundang-undangan
khusus. Peraturan perundang-undangan khusus
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yang memiliki pengaturan yang relevan dengan
tindak pidana obstruction of justice diantaranya
adalah Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
dan  Pasal 22 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003
tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Seorang advokat dalam menjalankan tugasnya
untuk memberikan jasa hukum tidak jarang seringkali
dianggap menghalang-halangi atau menghambat
proses hukum yang sedang berlangsung atau yang
disebut sebagai obstruction of justice. Advokat dalam
hal menjalankan profesinya membutuhkan hak
imunitas, namun penggunaan hak imunitas tersebut
memiliki syarat-syarat definitif yang harus
dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003. Perbuatan advokat
patut diduga melakukan tindak pidana obstruction of

justice jika perbuatan yang dilakukan tidak berkaitan
dengan tugas profesinya dan tidak didasari oleh
itikad baik. Tindakan yang dilakukan advokat
berkaitan dengan tugas profesinya memiliki makna
bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk
kepentingan pembelaan klien. Itikad baik yang
dimaksud dalam Pasal 16 adalah menjalankan tugas
profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum
untuk membela kepentingan kliennya.
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